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BABI

PENDAHULUAN

AL Latar Belakang

Hutan mervpakun karunia Tuhan Yang Maba Esa yang dianugershkan kepada
bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan
manfial serba pusn bagi umal  maousiag karensoyva wajib  disvekan,  dismus dan
dimanlaatkan  secarn optimal, sertn dijoga kelestariannya  unluk  scbesar-besarnya
kemakmuran takyal bogh penerasi sckarang maupun penerast yang akan |'.1.’1lﬂnf=ﬂ'_.J Hutun
Jeog mernpokan sumu ckosistem ying menyimpan berbagai kekayosn alam yang sangat
rernilal ckonomis Gnpgi, Oleh karena ite, hotan mempunyad daya laris yang begitu kuat
sehingin orang ingin mengelola dan memanfaalkannya,

Selain mempunyai nilai ckonomis vang Gogpt, hutan jupa memberikan manfiaal
iy sangotl besar bagi kita semuen, Daya ok inilah yong meparik pechatian orang-orang
vang tidak bertangeungiawab untuk melakukan penebangan bar, Buahkan ada diantam
mercka vang manyalahgunakan Hak Pengelolaan Hotan vang diberikan kepadanya.
Terkait denpan pemanfaatan dibidang ckonomi hutan eluh mengalami degradasi
dan  kerusakan kescimbangan  ckosistem. Faklor penyebab terjadinya degradasi dan
kerusakan hutan tersebiat diantaranya adalah semakin maraknya pembalakan lar stau vang
kita keral dengan 1stilah illegad fogmein e

Denpan adanva pembalakan liar tessebul akan menimbulkan kerusakan hutan

Ferusakan hutan ini ukin dapot menimbolkar keropian materi]l bagl pemerintah dan

! Reteniuan Memimbang Undang-Undang Mo, 41 Tahun T99% tentang keaulanan
fSukardi, 2005, el Lopeing Delom Perspekiil Politik Hukum Pickama (e Papoon), Universits
Adrma daya s Yaosvakana, hal. «



masyarakat, selain iu juga menimbulkan kerugian inmaten! seperti Kerusakan hinghungan,
menyebabkan banjir dan longsor yang nantinya akan dapat menimbulkan korban jiwa.

Prakiik iVewad lopping ind bagai rangkaian linpgkaran setan yang rapi, sistematis dan
salit unluk diberantos karena melibatkan banvak pihzak staupun sparat yang schamusnya
mulukukin pemberantasan dan penegakan hukum terhadap praklk flegal foging tersebut.
Pefaku-pelaku utama pembalakan lar tersebat tak ubshnya berlindung di belaxang
kekuasoan.’

Dilam  praktiknya, petkembanpan  tindak pidana  illegal  logging  semakin
memprihatinkan, bahken mepimbulkan kerugian sampai milyaran rupiah, Scperli kita
ketahui pads tahun 2004 ada salu kasos tindak pidana illegal logeing veng menggemparkan
Sumastern Baral dengan pelakunya Thedy Antoni, vang melsbkukan pembalakan liae di
Kabupaten Kepulauan Meptawai  dan sempat mengajukan pra peradilan dengan
menvatakan bahwa pihak kejaksoan tidak berwenang melakukan penyidikan terbadap kasus
iflewa! logeing PT. Andalas Terang Nusantara {ATN). Pra peradilan tersebut dikabulkan
oleh majelis bakim Pengadilan Negeri Padang, dan kemudian penyidikan diambil alih elch
penyidik Polr dengan memaka sanghasn Undang-Undang No, 31 Tabun 1999 10, Undang-
Undang Mo, 20 Tabun 2007 teniang Pemberantasan Tindak Picdlans Ko rup‘;:i.*l

Berdasarkan hasil monitoring dan investigasi yang dilakukan oleh Masyarakat Anti
itlcpal Lopping (MAILY Sumalere Baral selama tahun 2005 sampat w@ahun 2006 temyata
miensttas aktifitas pembalakan har (Gflezal logging) terhadap kawasan hutan pada beberapa

kabupaten/kote  di Provinst  Sumalera  Barat  masih  pada  tahap yang  sangat

" hasyparakad Anc Ilegal Loeping {MAILY Sumatera Barat, Dug Tahsn Pemberantasar dan Pencpakan
Hictsens Terhadan Pelaku Wegal logging oF Bemalera Boral, disampaikan dalam Bepon Panel 29 MNovembar
2006, hal, 4

* Kejoksuan Tinggi Sumaters Deny, Dwe Tobae Pemberantaren Dan Ponepebon fekum Terhadap
FPelaku Negal Logeing of Svmalora Burss, disampaikan dalam Bepoet Panel 29 Movember 2006, hal. 5



mengkhiowatickan. Mulai dari wahun 2005 sampai tabun 2006 proses pemberantasan dan
pencepakan lwkum techadap pelaku tindak pidana ifegal logring sebagian besar baru bisa
menventeh pada level sopir don masyarakat biasa dan belum menventuh pelaku intelckiual
dart pembalakan linr tersebt.”

Meskipun ketentuan undang-undang N0, 41 tghun 199% wotang Kehutanan telah
dirubah dengan ditetapkannya Undang-Undang Mo, 19 Tahun 2004 Tentang Penctapan
Peruluran Pemenintah Pengganti Undung-Undang No. | Tahun 2004 Tentang Perubaban
Alas Undanp-Undang No. 41 Tabun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undanp-Undang,
Letap sajo menjerat pelaku pembulakan lor o sama sulitnya dengan merjerat pelaku tindak
piduna kerupsi. Mal ini membuktikan bahwa perubahan peraturan perundang-undangan
tiduk menjamin terciptanya penegakan hukum yang lebib baik, Scbub proses pembentukan
dan penepakan hukum ditengah masyarakat sangat dipengarubi oleh faktor sosial, budaya,
poditik dan ckonomi.

Bahkan baru-buru ini diketahui sejak tahun 2006 sampal dengan iohun 2007
terdapat 12 (liga belas) kasus yang diputus bebas di Pengadilan Negen Posaman Barat,
ermasuk didaliomaya sembilan kasus Mlegal logging” Hal ini perlu dipertanyakan,
penepakan hukum seperti apa yang telah dilokukan olch aparal penepak hukum, Apakab
perkara tersebul memang tecbukti tidak bersalah atau memang tidak berjalan scsuai
prosedur hukum yang berlaku.

Bagian yang sanpat penting dalam peluksanamm penegakan hukum tersebut adalah
bagoimana peran apacl pencgak hubum untuk mencermati kasus yang terjadl dengan

sepaly kollannya lermasuk pihak vang terlibot dalam kasus tersebut. Upava tersebut

* Mesparafor Am lepal Lopping (6L Sumaterg farad, Op it hal 3
" Padang Ekspres, Putwson Bebas Dipertarpakan, Jum'at ¥ Desember 2007, hal. 13
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membuiehkan sustu kecermatan yang lerkalt dengan peraturan perundang-undangan yang
elah dilanpparnya, Apakah memang ado pecbuston yong melangear sualy perluran
perendang-undangan dan kalau benar ada, sejauh mana pelanpgparan teesebut terjad,

Oleh karena it pola penegakan hukum di Indenesio barus mengalami perubahan
secara pesat untuk dapat memberantas tindak pidana #legal logging secara clektil dan
efisien, agar penegakan bukum yang sclama i dianggap masih rendah mengaiami
kemajuan kKhusesoya di Swmatera Barat, Untuk te dibarapkan para aparat penegak hukum
seperti kepolisian, kejokssun dan pengadilan dapatl mengpali dan mengkaji Ketentuan
perundeng-undangan yang leckait denpan tindak pidana ilega! logging tersebut, puna
meneapal penceakan hukum yang elekil dan elisien,

Kearena realitas pencpakan bukum dalam memberantas tindak pidana Nlegal logging
tidak terlepas dart keberadaan aparal pencgak hukwm khususnya kejaksaan. Agpobila
ketentuan hubwn yvane diboat tersebut tidak dilaksanakan, maka hal ini akag sia-sia szja
sebub ljuan bukum vange mein dicilu-citokan vaitu kepastian hukum dan keadilan tidak
akan tercapai,

Dalam upaya pemberantasan lindak pidana iflepad fopringe, komitmen tegas dar
kejaksoan dihadapkan pade nasib rakyal vang menderita karepa hotannya dijarah olch
pembalak liar, Undek itu para jaksa dituntul ontok memiliki kecerdasan moral, keanifan
mtelektual vang tidak diskriminatif dan tidak pandang buelu dalamy memberantas tindak
pidana illegal logeing. Hal ini terkail dengan kewenangan kejaksann schagal suatu lembaga
negars Yang borwenang dalwm hal penuntutar.

Berkaltan dengan itu, schuah anpgin seear dalam pemberantosan dan pencpgakan

nukum  illegal fopgming muncul denpan muly dilakokannys terobosun hukum oleh

Kejaksoan Tingel Sumatera Baral yang menggunakan Undang-Undang No., 31 Tahun 15%9



jo. Undang-Undang No, 20 tahun 2000 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
vanpe disampaikan dalam “Report Panel 2 (dua) Tuhun Pemberantasan dan Penegakan
Hukum Terbadap Pelaku fifegal Logring di Sumatera Barat™, 29 November 2006,

Sulitnya untuk memberantas tindak pidana ilega! fogging ini sudah scwajamyz
harus diivingi juga dengan komitmen dan kemavan keras dori semua instansi penegak
hukum mulad dart Kepolisian, Bejaksaan, dan pengadilan dalam memberuntas bndak
pidana illegal logping ini, Tetapt yang terjadi maluh bertolak belakang seperti yang terjadi
paclin putusan pra peradilan Penpadilan Negen Padang menpenai perkara tllepal logging
vange legadi di Kobupaien Kepulavan Mentawai, dimana hakim mengabulkan scluruh
nermoehonan pemehon yang dalam bal ini kuasa bukom dari 3 {tiga} arang tersangka kasus
illeyral logering vaitn Thedy Antont sclaku Dircktur T Andalas Terang Musantara {ATR),
Fulkamain seloko ketva KUD Mina Awera, dan Perulian Simalimpgm sclaku ketua KUD
Simatorai di Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawsi,”

Berdosarkan umian di atas, peoulis tertarik untuk membahas tentang pelaksanaan
wowenang kejaksaan selaku penuntut umuem dalam pemberantasan tindak prlana diegal
fogging ini scbagai penelitian ataw tugss akhir, Adapun judul yang penulis angkal dalam
renulisan tugas akhir ol adalah “PELAKSANAAN WEWENANG KEJAKSAAN
SELAKU PENUNTUT UMUM DALAM PEMBEHANTASAN TINDAK PIDANA
LLEGAL LOGGINGT (Studi Kasus di Wilayah Hokum Kejaksaan Tinggl Sumatcra

Barat).

blcjuk=ann Tingai Sumolera Darst, o o al, §



BAL I

PENLTUP

A, hesimpulan
|, Dralam upaya pemberantasan lndak pidana Wewal lopeine 1ersebhul Kejuksaan memiliki
wowenang yang bampir sama dalam upaya pemberantasan perkara tindak pidana umuam
Lainnya,
Berkmtan denpan wewenang kgjaksaaan di bidang pidana, maka penulis dapat

menyimputkan bahwa dalam tundak pidana ilfegad lopeing kejaksan berwenang untuk ¢

[ Eail

i

a. Mengodakan Penuntutan
Penuntutan vane diajukan jaksa dalam daerah hukumnya disesuaikan denean
laporan dari penyidik mengenai pasal-pasal vang welab dilanpear teesangka dan
bukti-buktl vang ditemukan penyidik.
b Melakukan Pemenkssan Tambakan scbelum Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan
Pemeriksaon tambahan im dilakukan apabila jaksa merasa berkas perkara
masih belum lengkap untuk disjukan ke penpadilan negeri yang  berwenang
mengadili. Hal-hal yang  perlu dipechatikan  dalam melakukan  pemeriksasn
tambahan vaigu
1. Pemeriksazn tidak dilakukan terhodap tersangka,
2. Pemeriksaan tambahan hanya dilakukan terhadap perkara-perkara vang sulit
pembuktiannya, danfatau dapat meresahkan masyvarakat dan dapal

membahavakan keselamatan negara.
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